
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

LAPORAN MEDIASI  

PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

Bulan Desember 2017 

LIPA 12 

 

 

NO 

 

 

Bulan 

 

Sisa Perkara 

Lalu 

 

Perkara 

Diterima 

Bulan Ini 

Jumlah 

Perkara 

Yang Tidak 

Bisa Di 

Mediasi 

 

Jumlah 

Perkara Yang 

Di Mediasi 

 

Laporan Penyelesaian Mediasi 

 

Masih Dalam 

Proses 

Mediasi 

 

 

Sisa Perkara 

 

 

Keterangan 
Tidak 

Berhasi 

 

Berhasil 

 

Gagal 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            
1. Januari 1.429 874 669 87 84 3 0 0 1529 3 
2. Februari 1.547 658 555 94 94 - 0 0 1586 - 
3. Maret 1.556 715 681 109 108 1 0 0 1576 1 
4. April 1.481 573 537 86 86 - 0 0 1590 - 
5. Mei 1.431 669 546 115 114 1 0 0 1425 1 
6. Juni 1.439 290 147 74 74 - 0 0 1345 - 
7. Juli 1.508 816 796 74 73 1 0 0 1581 1 
8. Agustus 1.454 784 554 137 137 - 0 0 1634 - 
9. September 1.547 697 557 105 101 4 0 0 1670 4 
10. Oktober 1.582 783 574 101 96 5 0 0 1679 5 
11. Nopember 1.690 755 713 114 111 3 0 0 1617 3 
12. Desember 1.618 480 618 85 81 4 0 0 1514 4 

 Jumlah  8.094 6.947 1.181 1.159 22 0 0 18.746 22 

 

Mengetahui, Surabaya, 31 Desember 2017 

Ketua, Panitera 

 

 

 

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. 

NIP. 19630222 199003 1 002 NIP. 19711118 199703 1 004 
 

 



 

 

 

LAPORAN MEDIASI  

PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

Bulan Desember 2018 

LIPA 12 

 

 

NO 

 

 

Bulan 

 

Sisa Perkara 

Lalu 

 

Perkara 

Diterima 

Bulan Ini 

Jumlah 

Perkara 

Yang Tidak 

Bisa Di 

Mediasi 

 

Jumlah 

Perkara Yang 

Di Mediasi 

 

Laporan Penyelesaian Mediasi 

 

Masih Dalam 

Proses 

Mediasi 

 

 

Sisa Perkara 

 

 

Keterangan 
Tidak 

Berhasi 

 

Berhasil 

 

Gagal 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            
1. Januari 1395 826 597 95 93 2 0 0 1529 2 
2. Februari 1529 668 513 98 94 4 0 0 1586 4 
3. Maret 1586 720 626 104 100 3 0 0 1576 3 
4. April 1576 714 596 104 101 2 0 0 1590 2 
5. Mei 1590 596 664 97 93 4 0 0 1425 4 
6. Juni 1425 289 335 34 34 0 0 0 1345 0 
7. Juli 1345 970 624 110 105 4 0 0 1581 4 
8. Agustus 1581 764 579 132 125 5 0 0 1634 5 
9. September 1634 732 618 78 75 1 0 0 1670 1 
10. Oktober 1670 994 851 134 132 2 0 0 1679 2 
11. Nopember 1679 802 767 97 94 3 0 0 1617 3 
12. Desember 1617 671 701 73 71 2 0 0 1514 2 

 Jumlah 18.627 8.746 7.470 1.156 1.117 30 0 0 18.746 30 

 

Mengetahui, Surabaya, 31 Desember 2018 

Ketua, Panitera 

 

 

 

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. 

NIP. 19630222 199003 1 002 NIP. 19711118 199703 1 004 

 

 



 

 

 

LAPORAN MEDIASI  

PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

Bulan Desember 2019 

LIPA 12 

 

 

NO 

 

 

Bulan 

 

Sisa Perkara 

Lalu 

 

Perkara 

Diterima 

Bulan Ini 

Jumlah 

Perkara 

Yang Tidak 

Bisa Di 

Mediasi 

 

Jumlah 

Perkara Yang 

Di Mediasi 

 

Laporan Penyelesaian Mediasi 

 

Masih Dalam 

Proses 

Mediasi 

 

 

Sisa Perkara 

 

 

Keterangan 
Tidak 

Berhasi 

 

Berhasil 

 

Gagal 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            
1. Januari 1514 896 663 105 101 4 0 0 1642 4 
2. Februari 1642 771 640 111 108 3 0 0 1662 3 
3. Maret 1662 753 658 100 98 2 0 0 1657 2 
4. April 1657 717 716 90 87 3 0 0 1568 3 
5. Mei 1568 595 631 92 89 3 0 0 1440 3 
6. Juni 1440 544 497 51 50 1 0 0 1436 1 
7. Juli 1436 1131 740 104 102 2 0 0 1723 2 
8. Agustus 1723 844 851 120 115 5 0 0 1596 5 
9. September 1596 914 831 125 121 4 0 0 1554 4 
10. Oktober 1554 1002 879 131 127 4 0 0 1546 4 
11. Nopember 1546 798 895 110 110 0 0 0 1339 0 
12. Desember 1339 629 907 69 67 2 0 0 992 2 

 Jumlah 18677 9594 8908 1208 1175 33 0 0 17155 33 

 

Mengetahui, Surabaya, 31 Desember 2019 

Ketua, Panitera 

 

 

 

Dr. Amam Fakhrur, S.H., M.H. Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. 

NIP. 19670716 199303 1 009 NIP. 19711118 199703 1 004 
 

 

 



 

 

 

 

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN 

PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

Bulan Desember 2019 

LIPA 10 
  F A K T O R - F A K T O R P E N Y E B A B  

No. 

Urut 
Bulan 

Z
in

a 

M
ab

u
k

 

M
ad

at
 

Ju
d

i 

M
en

in
g

g
al

k
a

n
 S

al
ah

 

S
at

u
 P

ih
ak

 

D
ih

u
k

u
m

 

P
en

ja
ra

 

P
o

li
g

am
i 

K
D

R
T

 

C
ac

at
 

B
ad

an
 

P
er

se
li

si
h

an
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an
 

P
er

te
n

g
k

ar
an

 

T
er

u
s 

M
en

er
u

s 

K
aw

in
 

P
ak

sa
 

M
u

rt
ad

 

E
k

o
n

o
m

i 

Ju
m

la
h

 

1. Januari 0 0 1 0 43 3 0 13 0 275 0 7 178 520 

2. Februari 0 0 0 1 45 2 1 17 1 221 0 2 157 447 

3. Maret 0 0 1 0 49 0 0 12 0 244 0 2 148 456 

4. April 0 0 1 2 42 0 0 12 0 259 0 1 107 424 

5. Mei 0 0 2 6 42 2 0 16 0 246 1 0 147 462 

6. Juni 0 0 1 0 22 0 0 8 0 209 0 1 89 330 

7. Juli 1 0 1 0 43 1 0 11 0 302 0 6 126 491 

8. Agustus 0 0 1 2 32 0 0 10 0 245 1 4 165 460 

9. September 0 0 1 1 25 2 0 7 0 258 0 5 188 487 

10. Oktober 0 0 2 0 15 0 0 5 0 320 0 4 269 615 

11. November 0 0 0 1 20 0 0 4 0 290 0 2 193 510 

12. Desember 0 0 0 6 17 5 0 2 0 397 0 5 217 649 

  1 0 11 19 395 15 1 117 1 3266 2 39 1984 5851 

 

 

Surabaya, 31 Desember 2019 

Mengetahui : 

Ketua,             Panitera 

 

 

 

Dr. Amam Fakhrur, S.H., M.H.          Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H. 

NIP. 19670716 199303 1 009          NIP. 19711118 199703 1 004 

 



 

 

 

 Nomor SOP : SOP/AP/17 
    

 Tanggal Pembuatan : 04 September 2017 
    

 Tanggal Revisi : 9 Oktober 2018 
    

 Tanggal Efektif : 9 Oktober 2018 
   

 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Surabaya 
     
 

SOP Prosedur Layanan Mediasi 
 
 

Dasar Hukum  
 

1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
 

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin; 

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya  
dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;  

2. Permenpan No.35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 

Pemerintahan; 

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang 

Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;  
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola 

Mediasi di Pengadilan;  
6. Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang 

Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 
 

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-

A1/3825/HK.05/SK/10/2018 tanggal 09/10/2018 tentang Daftar Mediator 

Pengadilan Agama Surabaya tahun 2018;  
8. SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 

 

10  Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu BADILAG  

 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman 

2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) SAPM Edisi III Tahun 2018 dan Peraturan-Peraturan; 
3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 

 
4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08)  
5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09)  
6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)  
7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16)  

 

Peringatan Pencatatan dan pendataan   

FM/AP/17/01, FM/AP/17/02, FM/AP/17/03,FM/AP/17/04, 
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir 

FM/AP/17/05  
 

   Pelaksana    Mutu Baku  

No. Aktivitas 
 Ketua    

Persyaratan / 
  

Panitera Mediator Majeli JSP Meja II Pihak Waktu Output  Ketua 
Perlengkapan    

s / PP 
     

         

1 Menginformasikan      
Perma 01 Tahun 

05  
 mediator di Pengadilan      Menit Daftar Mediator       

2016  Agama        
         

2 Memanggil para pihak      Instrumen 10 Relaas panggilan 

 berperkara      Panggilan Menit  

Kualifikasi pelaksana 

1. S1 Sederajat; 



 

 

 

      Pelaksana  Mutu Baku 

No. Aktivitas 
   Ketua    

Persyaratan / 
  

Ketua Panitera Mediator Majeli JSP Meja II Pihak Waktu Output    

Perlengkapan       
s / PP 

     
            

            

3 Pada hari sidang yang        Relaas panggilan 05 Daftar antrian para pihak yang 

 telah ditentukan dan         Menit akan di mediasi 

 dihadiri oleh Para           

 Pihak, Hakim           

 Pemeriksa Perkara           

 mewajibkan Para           

 Pihak untuk           

 menempuh Mediasi.           
            

4 Menjelaskan   kepada        Daftar antrian para 05 - Penjelasan Mengenai tata 

 para pihak tentang tata        pihak yang akan di Menit cara pelaksanaan Mediasi 

 cara pelaksanaan        mediasi  - Pernyataan para pihak 

 mediasi           bahwa telah memenuhi 

            proses mediasi 

            (FM/AP/17/01) 

5 Memilih mediator        SK Ketua 05 Penetapan Mediator 

          Pengadilan Agama Menit (FM/AP/17/02) 

          tentang Penetapan   

          Mediator   

            
6 Mencatat Pelaksanaan        Penetapan 5 Menit Buku Register Mediasi 

 Mediasi         Mediator  (FM/AP/17/03) dan Berita 

            Acara Mediasi 
            

7 Membuat Laporan        Berita acara 4 hari Laporan mediator kepada 

 Hasil Pelaksanaan        mediasi  ketua majelis (FM/AP/17/04), 

 Mediasi           Laporan mediator tentang 

            hasil mediasi karena terdapat 

            pihak beritikad tidak baik 

            (FM/AP/17/05) 

8 Membuat Laporan        Laporan mediator 10  

 Bulanan Hasil        kepada ketua Menit  

 Pelaksanaan Mediasi        majelis  Laporan Bulanan Mediasi 

 kepada Pengadilan          (FM/AP/17/06) 

 tingkat banding dan           

 Dirjen Badilag               



 

 

 

LAMPIRAN V 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  

NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016 TANGGAL: 17 Juni 2016 

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR 

MUKADIMAH 

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan yang mewajibkan para pihak dalam sengketa perdata untuk lebih 

dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara mereka diselesaikan melalui 

proses memutus oleh hakim. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui 

perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga 

netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlu untuk mewajibkan 

penggunaan jasa mediasi sebagai upaya untuk memaksimalkan perdamaian se 

bagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Penyelesaian 

sengketa melalui perdamaian dengan bantuan mediator diharapkan menghasilkan 

penyelesaian adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat 

sumber daya.  

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 

2008 menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untk 

menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan yang berwenang 

memeriksa perkara yang bersangkutan atau menggunakan jasa mediator di luar 

Pengadilan. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2008 telah membuka peluang bagi lahirnya mediator 

sebagai suatu profesi.  

Bahwa agar praktek pemberian jasa mediasi tidak merugikan para pihak 

yang bersengketa dan tidak bertentangan dengan tujuan pelembagaan proses 

mediasi ke dalam sistem peradilan, yaitu penyelesaian sengketa secara adil, 

murah, langgeng, dan memuaskan  

para pihak, dirasakan perlu ada seperangkat aturan perilaku yang mengikat orang-

orang yang mejalankan fungsi mediator dalam kerangka Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2008 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat (1) dan 



 

 

 

ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008. Kehadiran seperangkat pedoman perilaku 

mediator mi diharapakan dapat mendorong para mediator melaksanakan 

fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, ketidakberpihakan, dan kecakapan 

dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Pedoman 

perilaku mediator juga dapat dipergunakan oleh masyarkat luas dan khususnya 

para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengukur kinerja mediator.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Ruang Lingkup 

Pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi 

mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Peradilan Umum dan Agama 

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. l Tahun 2008.  

Pasal 2  

Tanggung Jawab Umum 

Mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak yang dibantu dan 

terhadap profesinya.  

Pasal 3  

Tanggung jawab Terhadap Para Pihak 

(1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik 

dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat 

sengketa.  

(2) Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk 

menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah 

sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. 

(3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, 

dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan 

kepentingan para pihak.  

 

 



 

 

 

BAB II  

KEWAJIBAN MEDIATOR 

 

Pasal 4 

(1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip 

penentuan diri sendiri oleh para pihak. 

(2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama 

bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses 

mediasi memerlukan persetujuan para pihak. 

(3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap 

pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi pengertian kaukus dalam 

proses mediasi serta peran mediator. 

(4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk 

konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar 

dari proses mediasi. 

(5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi 

dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu 

keputusan. 

(6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam 

proses mediasi. 

(7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah 

berakhirnya proses mediasi.  

Pasal 5 

Menjaga Kerahasiaan Proses 

Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun 

catatan, yang terungkap dalam proses mediasi. 

Pasal 6 

Menghindari Benturan Kepentingan 

(1) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa 

yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan. 



 

 

 

(2) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi 

benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam 

sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi. 

(3) Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma 

hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam 

sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi.  

Pasal 7 

Kinerja Proses Mediasi 

(1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati para pihak. 

(2) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap 

para pihak. 

(3) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku 

salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak 

beritikad baik dalam proses mediasi.  

Pasal 8 

 Kemampuan/keterampilan 

Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan 

konferensi . 

Pasal 9  

Honorarium 

(1) Mediator yang berhak memperoleh honorarium mediasi dari para pihak 

sebagaimana disebut dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, wajib untuk lebih 

dahulu membuat kesepakatan tertulis dengan para pihak tentang honorarium 

dimaksud sebelum menjalankan fungsinya. 

(2) Mediator dilarang menerima honorarium berdasarkan hasil akhir proses 

mediasi. 

(3) Mediator dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun 

dari salah satu atau para pihak selama proses mediasi berlangsung selain 

honorarium yang telah disepakati.  



 

 

 

BAB III  

PENGAWASAN DAN SANKSI 

 

Pasal 10  

Pengawasan 

Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pengawasan dan 

evaluasi terhadap kinerja mediator.  

Pasal 11 

(1) Ketua pengadilan Tingkat Pertama menerima laporan dari salah satu pihak 

atau para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya tentang adanya 

pelanggaran pedoman perilaku. 

(2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima laporan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), kemudian memanggil mediator yang bersangkutan 

dan memberi kesempatan kepadanya menyampaikan klarifikasi atau 

pembelaan diri. 

(3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk menjatuhkan sanksi 

apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator. 

(4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa 

teguran lisan, atau teguran tertulis atau pencoretan nama seseorang mediator 

dari Daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.  

Pasal 12 

(1) Terhadap laporan sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (1), Ketua 

Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa 

ke benaran laporan pelanggaran pedoman perilaku mediator. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang mediator 

yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan 

pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator tersebut.  

Pasal 13  

Sanksi 

(1) Penjatuhan hukuman sanksi berupa teguran lisan dijatuhkan apabila seorang 

mediator terbukti melanggar Pedoman Perilaku Mediator. 



 

 

 

(2) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dijatuhkan apabila seorang mediator 

telah 2 (dua) kali menerima penjatuhan sanksi lisan. 

(3) Penjatuhan sanksi berupa pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar 

Mediator dijatuhkan apabila seorang mediator telah 2 (kali) menerima 

penjatuhan sanksi tertulis. 

(4) Setiap penjatuhan sanksi kepada seorang mediator yang terbukti melanggar 

Pedoman Perilaku Mediator, dicatat dalam register mediator pada Pengadilan 

Tingkat Pertama di tempat mediator tersebut terdaftar. 

(5) Seorang mediator yang telah dicoret namanya dari Daftar Mediator, tidak lagi 

memenuhi kualifikasi untuk menjadi mediator yang terintegrasi di pengadilan 

di seluruh Indonesia.  

 

BAB IV  

PENUTUP 

Pasal 14 

Pedoman Perilaku Mediator berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  

ttd  

MUHAMMAD HATTA ALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Bagaimana upaya mediator dalam menangani perkara perceraian? 

2. Apa saja problema yang dihadapi mediator dalam menangani perkara 

perceraian? 

3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perceraian? 

4. Apa saja faktor pendorong dan penghambat keberhasilan mediasi 

perceraian? 

5. Bagaimana mediasi bisa dikatakan berhasil? 

6. Apakah ada pelatihan khusus untuk mediator? 

7. Apakah ada pedoman khusus untuk mediator? 

8. Apakah mediator Pengadilan Agama Surabaya sudah bersertifikat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proses Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Surabaya 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Proses Wawancara Peneliti dengan Mediator  

Pengadilan Agama Surabaya 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Ruang Mediasi Pengadilan Agama Surabaya 

 

 

 
 

 

 


